
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN

PENGHULU SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu
Serentak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 13 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak
dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyempurnaan
kembali,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pemilihan
Penghulu Serentak,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657):

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

6.

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang7.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 157),

. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun8.
2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2015 Nomor 9),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
SERENTAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 huruf e dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2016



tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 13) diubah, sehingga Pasal
18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:
a.
b.
c.

ga
5

9

Warga negara Republik Indonesia,
bertagwa kepada Tuhan Yang maha Esa:
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat
Belajar dari lembaga yang berwenang:
berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar,
yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau telah pernah menikah:
bersedia dicalonkan menjadi penghulu,
terdaftar sebagai penduduk dan atau bertempat tinggal di kepenghuluan
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran:
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara:
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang,
tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri:
berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba,
tidak pernah sebagai penghulu selama3 (tiga) kali masa jabatan,

d.

e.

. tidak berstatus sebagai Penjabat penghulu,
memberitahukan pencalonannya sebagai penghulu kepada Pimpinan BPK
bagi anggota BPK:
berhenti dari jabatan bagi ketua BPK pada saat pendaftaran:
berhenti dari jabatan pada badan usaha milik kepenghuluan sejak
ditetapkan sebagai calon penghulu bagi pengurus BUM kepenghuluan:,
bagi calon yang beragama Islam dikenai syarat khusus yaitu dapat
membaca Al-guran: dan
bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian, dan TNI/Polri/BUMD/BUMN/Swasta mendapat izin tertulis
dari pejabat berwenang dan bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap
mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Rokan Hilir c.g Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir:
menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat
umum.

h.
i.

k.
31
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n.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMORDj

Salinan-sesuai dengan aslinya
: HUKUM DAN HAMKE
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